LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR : 618 TAHUN : 2003 SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 8 TAHUN 2003
TENTANG

RETRIBUSI 1JIN INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudBtnomi Daerah yang luas, nyata
dan bertanggung jawab, khususnya dalam bidang tmdyeriu
dilakukan penataan dan pengaturan ;

b. bahwa Pemerintah Kabupaten Serang berkewajibanksaglakan
pengawasan dan pengendalian terhadap industrilyenkgmbang di
wilayah Kabupaten Serang, melalui ketentuan panjin

c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksudhpagfaa dan
b di atas perlu mengatur Retribusi ljin Industringan Peraturan
Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 TahuB84l tentang Perindustrian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nog
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum aAPatiana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Noif,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usahail Kec
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomb
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajakabadan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Inden&shun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685agséinana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahufi0 20
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 NMoB&#®H,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pembéant®aerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 NoG®@
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

6. Undang-undang .......



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembamtuk

Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indon€atzun 2000
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);

. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tenRewmyaluran

Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 7pafean
Lembaran Negara Nomor 1144 sebagaimana telah diuzah
ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah NdsBoTahun
1957 (Lembaran Negara Tahun 1957, Tambahan Lemiéegara
Nomor 1467);

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentamak$2@maan

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negagulbtik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaragarsde
Nomor 3258);

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentangei@ngan

Pengaturan, Pembinaan Pengembangan Industri (Lambéegara
Tahun 1986 Nomor 23. Tambahan Lembaran Negara N888&%);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentangUgaha
Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tarab
Lembaran Negara Nomor 3596) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 200@ngnKewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daeramo@
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nobw
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentatrgoB& Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nofi®,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il SeNomor 21
Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai iN8gal yang
Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraaanah yang
Memuat Ketentuan Pidana;

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 T2000 tentang
Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan PeraRsarah
Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten S&emng 2000
Nomor 446 Seri D) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3nT2001 tentang
Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupatendg€@rambaran
Daerah Kabupaten Serang Tahun 2001 Nomor 500);

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahoih 2ditang
Pengendalian Limbah (Lembaran Daerah Kabupatem&eFahun
2001 Nomor 515);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBU®IN INDUSTRI



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
2. Bupati adalah Bupati Serang.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah besertamgRataDaerah Otonom yang lain
sebagai Badan Eksekutif Daerah.

4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dpersi Kabupaten Serang.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustriangdd@@ngan dan Koperasi Kabupaten
Serang.

6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertenRidéng Perindustrian, Perdagangan
dan Koperasi.

7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retrjpbadalah pungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian ijin terteahg ykhusus disediakan dan atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentiragang pribadi atau badan.

8. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah mam&ntah, bahan baku, barang
setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barangash nilai yang lebih tinggi untuk
penggunaannya, termasuk kegiatan rancang banguredekayasaan industri.

9. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatanbexrtalian dengan kegiatan industri.

10.Jenis industri adalah bagian suatu cabang indyestig mempunyai ciri khusus yang sama
dan atau hasilnya bersifat akhir dalam proses fsdu

11.Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatgiat&e industri pengolahan yang
dilengkapi dengan sarana, prasarana dan fasiléaangang lainnya yang disediakan dan
dikelola oleh perusahaan kawasan industri.

12.1jin bidang industri adalah ijin yang diberikan lbld>emerintah Daerah, meliputi izin
prinsip, ijin usaha industri, ijin perluasan danda daftar industri.

13.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang mémjalaatiap jenis usaha yang bersifat
tetap, terus menerus dan yang didirikan bekerja $mrkedudukan dalam wilayah Negara
Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keurdanrgpn atau laba.

14.Perusahaan industri adalah perusahaan yang metakaggatan dibidang usaha industri
yang dapat berbentuk perorangan, perusahaan, paraekatau badan hukum yang
berkedudukan di Indonesia.

15.Perusahaan kawasan industri adalah perusahaan ba#tam yang didirikan menurut
hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yaenggelola Kawasan Industri.

16.Wajib Retribusi adalah Perorangan dan atau Badag y@enurut Peraturan Perundang-
undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan perateamn.

17.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu terteahg ynerupakan batas waktu bagi wajib
retribusi untuk melakukan pembayaran.

18.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutdigangkat SKRD, adalah Surat
Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retrjlaungj terutang.

19. Surat ......



19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutngegkat STRD, adalah Surat keputusan
yang menentukan besarnya jumlah retribusi yandaegu

20.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk memeEngumpulkan, mengelola data
dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawagaiuhan pemenuhan kewajiban
retribusi berdasarkan peraturan perundang-undaRgaibusi Daerah.

21.Penyidikan adalah rangkaian tindakan yang dilakudah Penyidik Pegawai Negeri Sipil
yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencatas@engumpulkan bukti, yang dengan
bukti itu membuat terang pelanggaran di bidanglneti yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.

22.Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Serang.

BAB |l
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan nama Retribusi ljin Industri dipungut raisbsebagai pembayaran atas pemberian ljin
Industri.
Pasal 3
(1) Obyek retribusi adalah pemberian ijin industri.

(2) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah kegiataduistri yang nilai investasi seluruhnya
dibawah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh juta rupiattdk termasuk tanah dan bangunan.

(3) ljin industri sebagaimana dimaksud pada ayat (RPptldiberikan apabila dikehendaki oleh
perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badag y@emperoleh ijin industri.

BAB I
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5
Retribusi ljin Industri digolongkan sebagai Retsbperijinan tertentu.

BAB IV
KETENTUAN PERIJINAN

Pasal 6

(1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiataidang industri terlebih dahulu
harus memiliki ijin dari Bupati.

(2) ljin sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan kefgagzati melalui Kepala Dinas.

(3) Permohonan dan tata cara pembuatan ijin indugbagsemana dimaksud ayat (1) diatur
lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7 .......



Pasal 7

Perusahaan Industri dalam kawasan industri, kawlgekat dan perusahaan industri di luar
kawasan industri, wajib memiliki ijin industri.

BAB V
MASA BERLAKU IJIN

Pasal 8
(1) Masa berlaku ijin Industri ditetapkan selama pelnasa tersebut masih beroperasi.

(2) ljin sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan piaden ulang setiap 5 (lima) tahun
sekali.

(3) Biaya pendaftaran ulang ditetapkan sebesar 100rRtadid retribusi ijin industri.

BAB VI
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA [JIN INDUSTRI
Pasal 9

Tingkat pengguna jasa ijin industri diukur berd&aar indeks investasi, jenis industri dan
pemakaian sumber daya.

BAB VII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 10

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan retribusi atidas pada tujuan untuk menutup
sebagian atau seluruhnya dari kegiatan pelayanarbgréan ijin industri dan biaya
operasional dilapangan.

(2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud ayat @pgkan oleh Bupati.

BAB VIl
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 11
(1) Biaya retribusi ljin Industri dihitung dengan rusmsebagai berikut :

Indeks Investasi X Indeks Jenis Industri dan Pemakaian Sumber Daya X Nilai
Tarif Dasar I ndustri.

a. Indeks Investasi ditetapkan sebagai berikut :

1. 25-50juta .................. indeks 1
2. 50-200juta ............... indeks 2
3. 200-1M.................. indeks 3
4, 1-5M................e.... indeks 4
5. >5M.........oeiieiiee.Iindeks 5



b. Indeks jenis industri dan pemakaian semaaya ditetapkan sebagai berikut :

1. SPPL.cciiiiii . indeks 1
2. UKL/UPL....covvveeen. ... indeks 2
3. AMDAL.....................indeks 3

(2) Besarnya nilai tarif dasar ijin industri sebagamamalimaksud pada ayat (1) ditetapkan
sebesar Rp. 50.000,-

Pasal 12

(1) Apabila terjadi perubahan atau penambahan jenikaysaemperluas tempat usaha dan
hendak memindahkan industri, maka ijin yang teliflerikan harus diperbaharui.

(2) Apabila terjadi pemindahan kepemilikan dan namaqgang ijin belum berubah maka
dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satuniteldnitung sejak tanggal pemindahan
kepemilikan, harus mengajukan permohonan balik nama

(3) Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenak#dvusi pembuatan ijin baru.

Pasal 13
ljin dinyatakan tidak berlaku apabila :
a. Pemegang ijin menghentikan kegiatan usahanya ;

b. Pemegang ijin mengubah atau menambah jenis usatapenluas tempat usaha tanpa
adanya ijin perubahan ;

c. Pindah lokasi ;
d. Tidak melaksanakan daftar ulang ;
e. Melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB IX
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 14

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditermgg@ SKRD

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 15

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.



BAB Xl
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 16
Retribusi yang terutang dipungut diwilayah tempaaganan ijin industri diberikan.

BAB Xl
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 17

(1) Pembayaran Retribusi harus dilunasi sekaligus.

(2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembay&tabusi ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

BAB XIlI
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 18

(1) Pengeluaran surat teguran dan peringatan ataulairgang sejenis sebagai awal tindakan
pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segetalah 7 ( tujuh ) hari sejak
diterimanya SKRD oleh pemohon.

(2) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelalytmh surat teguran, peringatan atau surat
lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasilbusinya yang terutang.

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (dike)uarkan oleh pejabat yang
berwenang.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 19

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat padsktunya atau kurang membayar,
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sel#8ar(dua prosen) setiap bulannya dari
retribusi yang terutang yang tidak atau kurang ydibadan ditagih dengan menggunakan
STRD.

BAB XV
KEBERATAN
Pasal 20

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas BKEKRDKBT dan SKRDLB atau
dokumen lain yang dipersamakan kepada Bupati.
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disaldaan-alasan yang jelas.

(3) Dalam ......



(3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan &ttstapan retribusi, wajib retribusi
harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapalous tersebut.

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu pdimga 2 (dua) bulan sejak tanggal
SKRD, SKRDKBT dan SKDLB atau dokumen lain yang dgaenakan diterbitkan, kecuali
apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukahvba dalam jangka waktu itu dapat
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaiaienaksud pada ayat (2) dan (3)
tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehindagla dipertimbangkan.

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayeabusi dan pelaksanaan
penagihan retribusi.
Pasal 21
(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) tudajak tanggal surat keberatan
diterima harus memberikan keputusan atas kebeyatamdiajukan.

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa memeseluruhnya atau sebagian,
menolak atau menambah besarnya retribusi yangteyut

(3) Apabila Jangka waktu sebagaiman dimaksud dalam (aydtlah lewat dan Bupati tidak
memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajigkaebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22
(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanampeiatebasan retribusi.

(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retrithesgaenana dimaksud dalam ayat (1)
diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa Beraalam dan atau kerusuhan.

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebdsbogieditetapkan oleh Bupati.

BAB XVII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 23

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retiibdapat mengajukan permohonan
pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) mutejak diterimanya kelebihan
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalanfByaarus memberikan persetujuan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana diamaksud dalan(2y telah melampaui dan Bupati
tidak memberikan suatu keputusan permohonan perajemb retribusi dianggap
dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan paling lain@atu) bulan.

(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribtmnhya, kelebihan pembayaran retribusi
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) langsung dipegkan untuk melunasi terlebih
dahulu retribusi tersebut.

(5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retrisabagimana dimaksud dalam ayat
(1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 jdudan sejak diterimanya SKRDLB.

Pasal 24 ......



Pasal 24

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaranustuajukan secara tertulis kepada
Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :

a. Nama dan alamat wajib retribusi ;
b. Masa retribusi ;

c. Besarnya kelebihan pembayaran ;
d. Alasan yang singkat dan jelas.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaranusitrilisampaikan secara langsung
atau melalui pos tercatat

(3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau buktyipeman pos tercatat merupakan bukti
saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 25

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan denganearbitkan surat perintah membayar
kelebihan retribusi.

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitiamgldengan utang retribusi lainnya,
sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (4), pamabaylilakukan dengan cara
memindah bukukan dan bukti pemindahbukuan jugakeidebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII
KADALUARSA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 26

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kaalsla setelah melampaui jangka waktu
3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnyabredi, kecuali apabila wajib retribusi
melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaglemlmlayat ( 1 ) tertangguh apabila :
a. Diterbitkan surat teguran; atau

b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribbbsiik langsung maupun tidak
langsung.

BAB XIX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 27

(1) Pembinaan terhadap pengguna dan pemegang ljintindasrupakan tanggung jawab
Bupati yang secara teknis operasionalnya dilaksanakeh Dinas dengan memperhatikan
kebijaksanaan dan ketentuan perundang — undangarbgalaku.

(2) Dinas wajib melaporkan pelaksanaan tugas sebagaiaiaraksud pada ayat ( 1 ) kepada
Bupati.

Pasal 28 ......
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Pasal 28

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan ljin Industri éidbadilaksanakan oleh Dinas bersama
Instansi terkait.

(2) Kepala Dinas atas nama Bupati dapat menunjuk atamugaskan pejabat dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat ( 1).

BAB XX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 29

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibanrsghingga merugikan keuangan
Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6énaulan atau denda paling banyak 4
( empat ) kali jumlah retribusi terutang;

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayatgdalah pelanggaran.

BAB XXI
PENYIDIKAN
Pasal 30
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungamerintah Daerah diberi wewenang
khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikathek pidana di bidang Retribusi
Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undaagHAcara Pidana yang berlaku.
(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayeadalah sebagai berikut :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliereegan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana di bidang retribusi Daeralr Bgierangan atau laporan tersebut
menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mmengarang pribadi atau badan
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehahuengan tindak pidana retribusi
Daerah tersebut;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang girétau badan sehubungan dengan
tindak pidana dibidang retribusi Daerah;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumkuanden lain berkenaan dengan
tindak pidana dibidang retribusi Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahainpeakbukuan, pencatatan dan
dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitadratiap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksdngas penyidikan tindak pidana
bidang retribusi Daerah;

g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang guatlkan ruangan atau tempat
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan rkesnedentitas orang atau
dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada‘tliyuf

h. memanggil orang untuk didengar keterangannya daeridlsa sebagai tersangka atau
saksi;

i. menghentikan penyidikan;

J. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancagpanyidikan tindak pidana di
bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dagmdrtinggungjawabkan.

(3) Penyidik ......
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(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) mdaingkan dimulainya penyidikan
dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntuininsesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acararfaidang berlaku.

BAB XXII
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP
Pasal 31

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturanr@faéni, sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan tispn Bupati.

(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayatdutlah selesai selambat-lambatnya
6 ( enam ) bulan setelah Peraturan Daerah ini dingkhn.

Pasal 32
Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangk
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintapkagundangan Peraturan Daerah ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kahupatang.

Disahkan diS er a n g
padatanggal 7 April 2003

BUPATI SERANG,

Capl/ttd

BUNYAMIN
Diundangkandi S erang
padatanggal 9 April 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Capl/ttd

AMAN SUKARSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG
TAHUN 2003 NOMOR 618



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 8 TAHUN 2003
TENTANG
RETRIBUS 1JIN INDUSTRI

UM UM

Sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 Pembanglasaonal sebagaimana
tercantum dalam Garis-garis Besar Haluan Negarayaterkegiatan bidang ekonomi
Nasional, pada saat ini semakin meningkat. Jikaidihgkan dengan Undang-undang
tentang Retribusi ljin Industri, maka perlindunganhadap perusahaan-perusahaan yang
menjalankan usahanya secara jujur dan terbuka megnsalah satu tujuannya.

Dengan lahirnya undang-undang Nomor 22 Tahun 1@®®amg Pemerintahan
Daerah, maka Pemerintah Daerah dituntut untuk reateldkan dan mengurus rumah
tangganya sendiri, sekaligus bertanggungjawab deghapenyelenggaraan Pemerintah
Daerah atas dasar prakarsa sendiri sesuai dengemtkgyan masyarakat setempat dan
potensi daerah, termasuk dalam hal pengelolaamdpidBerindustrian, Perdagangan dan
Koperasi. Sebagai upaya untuk melakukan pengendadiaadap perusahaan-perusahaan
yang beroperasi di Wilayah Kabupaten Serang, saftan upaya mewujudkan pemberian
perlindungan dan pembinaan kepada dunia usahaisiyes kepada pengusaha golongan
ekonomi lemah, maka diperlukan Pengaturan tentaawakban Pendaftaran Tanda Daftar
Gudang, sekaligus memberikan pembebanan dalamkoettibbusi.

Bagi Pemerintah Daerah adanya kewajiban Pendaftadastri sangatlah penting
karena akan memudahkan dan mengikuti secara selkssmdaan dan perkembangan yang
sebenarnya dari dunia usaha secara menyeluruhkideniiga kepada semua pihak yang
berkepentingan diberikan kesempatan untuk lebihamwthpat mengetahui dan meminta
keterangan dan informasi yang diperlukan secarainegngenai identitas dan hal-hal yang
menyangkut dunia usaha bagi perusahaan yang basogan berkedudukan di Wilayah
Kabupaten Serang.

Pengaturan dan pelaksanaan ljin Industri menurtat@@n Daerah ini dilakukan
oleh Dinas yang bertanggung jawab dalam hal iniaddBinas Perindustrian, Perdagangan
dan Koperasi Kabupaten Serang.

.PASAL DEMI| PASAL

Pasal 1
Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipeagan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Ayat (1), (2) dan (3)
Cukup jelas



Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Ayat (1), (2) dan (3)
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Ayat (1), (2) dan (3)
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Ayat (1), dan (2)
Cukup jelas
Pasal 11
Ayat (1) dan (2)
Cukup jelas
Pasal 12
Ayat (1) dan (2)
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Ayat (1)

Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalalwhaseluruh proses kegiatan
pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepédk ketiga. Namun dalam
pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Dagdak boleh bekerjasama
dengan pihak ketiga.

Dengan sangat selektif dalam proses pemungetabusi, Pemerintah Daerah
dapat mengajak bekerjasama dengan badan-badartueréang layak dipercaya
untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungetabusi secara efisien.

Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan depgaak ketiga adalah kegiatan
penghitungan besarnya retribusi yang terutang,gg&asan, penyetoran
retribusi dan penagihan retribusi.
Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 16 ......



Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Ayat (1) dan (2)
Cukup jelas
Pasal 18
Ayat (1), (2) dan (3)
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6)

Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1), (2) dan (3)
Cukup jelas
Pasal 22
Ayat (1), (2) dan (3)
Cukup jelas
Pasal 23
Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5)
Cukup jelas
Pasal 24
Ayat (1), (2) dan (3)
Cukup Jelas
Pasal 25
Ayat (1) dan (2)
Cukup jelas
Pasal 26
Ayat (1) dan (2)
Cukup jelas
Pasal 27
Ayat (1) dan (2)
Cukup jelas
Pasal 28
Ayat (1) dan (2)
Cukup jelas

Pasal 29



Pasal 29
Ayat (1) dan (2)
Cukup jelas
Pasal 30
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu adalah
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang telah diangkat
berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2) dan (3)

Cukup jelas
Pasal 31
Ayat (1) dan (2)
Cukup jelas
Pasal 32

Cukup jelas



